Pemerintah Kabupaten HSS Raih Opini WTP ke-8 Kali, Laporan Paling Baik se-
Kalsel

Sumber gambar:
https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/05/24/pemerintah-kabupaten-hss-raih-opini-wtp-ke-8-kali-
laporan-paling-baik-se-kalsel

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) kembali berhasil
meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Itu artinya dengan hasil Opini WTP ini, Pemkab HSS sudah mendapatkan 8 kali
WTP secara berturut-turut sejak 2014 untuk WTP 2013. Piagam WTP diserahkan Kepala
BPK RI Perwakilan Kalsel, M Ali Asyhar, kepada Bupati HSS, Drs H Achmad Fikry, di
Gedung BPK RI Perwakilan Kalsel, Banjarbaru, Senin (24/5/2021). Selain itu, Kabupaten
HSS juga tepat waktu bahkan merupakan kabupaten pertama di Kalsel yang
menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan tahun ini.

Bupati HSS H Achmad Fikry merasa bersyukur hari ini telah menerima Laporan
Hasil Pemeriksa Keuangan LKPD Tahun 2020. Dijelaskannya, banyak hal yang telah
Pemkab HSS capai. Termasuk, beberapa hal yang harus mendapat perhatian ke depan.

"Kami bersyukur hasil kinerja seluruh OPD di lingkungan Pemkab HSS telah
mendekati standar akuntansi pemerintahan sehingga diberikan opini itu. Opini yang kami
terima hari ini adalah motivasi kamk untuk berbuat lebih baik lagi ke depan. Untuk
bekerja sesuai standar-standar yang telah ditentukan pemerintah,” katanya.
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Lebih lanjut, pihaknya akan terus mengingat apa yang disampaikan BPK Kalsel
saat melakukan pembinaan di Kabupaten HSS. Bahwa opini yang diterima harus
berkorelasi dengan empat indikator utama, untuk terus berupaya menekan angka
kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, gini ratio, dan menekan angka
pengangguran terbuka.

Sehingga, Opini WTP yang diterima berkorelasi dengan sesuatu yang bisa
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan bisa
lebih baik lagi. Bupati HSS Achmad Fikry mengucapkan terima kasih kepada Kepala
BPK Kalsel, beserta pejabat struktural dan fungsional khususnya pemeriksa yang telah
melakukan pwmeriksaan kurang lebih 2 bulan di Kabupaten HSS yang telah banyak
memberikan support, motivasi, untuk berbuat lebih baik lagi ke depan.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, M Ali Asyhar, mengatakan, predikat WTP
merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah. la pun mengapresiasi
keberhasilan Pemkab HSS meraih dan mempertahankan Opini WTP untuk 2021.

"Kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas capaian
Opini WTP ke delapan kali. Hari ini adalah penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang
pertama kali di wilayah Provinsi Kalsel. Disamping itu, capaian-capaian pengelolaan
keuangan di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan peningkatan
kualitas. Jadi kami memberikan Opini WTP dengan indikator-indikator yang sudah ada
yaitu empat kriteria apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar,” ungkapnya.
la berharap capaian-capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi ke depan.

"Dan dari kesimpulan kami, pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan bisa dibilang yang paling baik di antara pemerintah daerah di kabupaten
dan kota Kalsel. Dan yang penting kami mengharapkan Opini WTP itu bisa betul-betul
selaras dengan tingkat kesejahteraan rakyat," katanya.

Sumber berita:
1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/05/24/pemerintah-kabupaten-hss-raih-
opini-wtp-ke-8-kali-laporan-paling-baik-se-kalsel , Pemerintah Kabupaten HSS
Raih Opini WTP ke-8 Kali, Laporan Paling Baik se-Kalsel, 28 Mei 2021.
2. https://hulusungaiselatankab.go.id/kabupaten-hulu-sungai-selatan-kembali-raih-
opini-wtp-ini-yang-ke-delapan-kali/ , 25 Mei 2021.

Catatan:
+ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
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keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan

Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Perencanaan dan Penganggaran
Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan
pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran
dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari
aktivitas dan Program kerja.
proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian
dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini
kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan
Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD
untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan
rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna
dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan
Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh
Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD
dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan
Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD,
sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit
SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan
anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses
pembayaran di SKPKD.
Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara
sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih
kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak
yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang
melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan
ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan
Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
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Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan
keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan
transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 190, menyatakan bahwa:

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala
SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada
Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
C. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

+ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara mengatur pemeriksaan keuangan negara
olen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Undang-Undang ini bertujuan untuk
mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
di mana perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas
dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar
1945,

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan

kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu:

o Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK
dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
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o Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang

terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek
efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat
pengawasan intern pemerintah.
Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 mengamanati BPK untuk melaksanakan
pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah
untuk mengidentifikasikan hal hal yang perlu menjadi perhatian lembaga
perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar
kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara
ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

o Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk
dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan
tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal hal lain di bidang
keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian
intern pemerintah.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.
Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di
lingkungan profesi audit secara internasional. Standar pemeriksaan sebagaimana
dimaksud disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Muatan laporan-laporan hasil pemeriksaan:

o LHP atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

e LHP atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
e LHP dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;

2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);

3. kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan; dan

4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

1. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang
akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang
bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini,
artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan,
perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang
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berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap
tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa
disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan
tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan
audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas
laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf
penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip
akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola
keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan
dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan
atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang
melibatkan auditor lain.

2. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang
diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah
saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi
pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse
(ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya
ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut
tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

3. opini tidak wajar (adversed opinion)
Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan
mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak
mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan
opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah
diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan
dalam pengambilan keputusan.

4. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap
bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan
pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika
auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini
bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi
oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa
memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan
menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
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LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan oleh BPK
kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari
pemerintah daerah.

+ Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku
Bendaharawan Umum Negara (BUN).

DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang
berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping
itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanan, pelaporan,
pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam
DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan

pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

+ Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari Belanja Negara
dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. TKDD terdiri dari Dana
Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Dana Desa. Setiap tahun
Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi
TKDD per daerah.
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